
KOMISIPEMILIHAN UMUM 
PROVINSI LAMPUNG 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG 

NOMOR : 05/HK.03.1-Kpt/18/Prov/I/2018 

TENTANG 

PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK 
PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN 

JASMANI, ROHANI, DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM 
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG 

TAHUN 2018 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG, 

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan umum 
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil 
Walikota Tahun 2018 ditetapkan bahwa tahapan 
pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas 
penyalahgunaan narkotika ditetapkan bahwa pemeriksaan 
kesehatan bagi pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dilaksanakan 
pada tanggal 8 s/d 15 Januari 2018; 

b. bahwa sehubungan dengan huru f a tersebut d i atas dan 
untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana ditetapkan 
dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis 
Standar Kemampuan Jasmani, Rohani, dan Bebas 
Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 
dan Walikota, perlu menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah 
Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sebagai tempat 
pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan 
bebas penyalahgunaan narkoba dalam pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dan 
menetapkannya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi Lampung; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2688); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 
sebagaimana telah beberapa kal i diubah, terakhir dengan 
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Memperhat ikan 

Menetapkan 

Undang-Undang Nomor 10 T a h u n 2016 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
T a h u n 2014 tentang Pemil ihan Gubernur , Bupa t i , dan 
Wal ikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republ ik Indonesia T a h u n 2016 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5898); 

3. Peraturan Komisi Pemil ihan U m u m Nomor 05 Tahun 2008 
tentang Tata Kerja Komis i Pemil ihan U m u m , Komisi 
Pemil ihan U m u m Provinsi, dan Komisi Pemil ihan U m u m 
Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa ka l i d iubah , 
t e rakh i r dengan Peraturan Komis i Pemil ihan U m u m Nomor 
0 1 T a h u n 2010; 

4. Peraturan Komisi Pemil ihan U m u m Nomor 06 T a h u n 2008 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Jenderal Komisi Pemil ihan U m u m , Sekretariat Komisi 
Pemil ihan U m u m Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemil ihan 
U m u m Kabupaten/Kota sebagaimana d iubah dengan 
Peraturan Komis i Pemil ihan U m u m Nomor 22 T a h u n 2008; 

5. Peraturan Komisi Pemil ihan U m u m Nomor 1 T a h u n 2017 
tentang Tahapan, Program, dan Jadwa l Penyelenggaraan 
Pemil ihan Gubernur dan Wak i l Gubernur , Bupa t i dan Waki l 
Bupa t i , dan/atau Wal ikota dan Waki l Wal ikota Tahun 2018 
(Berita Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2017 Nomor 818); 

6. Peraturan Komisi Pemil ihan U m u m Nomor 3 T a h u n 2017 
tentang Pencalonan Pemil ihan Gubernur dan Waki l 
Gubernur , Bupa t i dan Waki l Bupa t i , dan/atau Wal ikota dan 
Wak i l Wal ikota (Berita Negara Republ ik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 826), sebagaimana te lah d iubah dengan 
Peraturan Komisi Pemil ihan U m u m Nomor 15 T a h u n 2017 
tentang Perubahan atas Pencalonan Pemil ihan Gubernur dan 
Wak i l Gubernur , Bupa t i dan Waki l Bupa t i , dan/atau 
Wal ikota dan Waki l Wal ikota (Berita Negara Republ ik 
Indonesia T a h u n 2017 Nomor 826) Peraturan Komis i 
Pemil ihan U m u m Nomor 3 T a h u n 2017; 

1. Keputusan Komisi Pemil ihan U m u m Nomor 231/PL.03.1-
Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar 
k emampuan j asman i , r ohan i , dan bebas penyalahgunaan 
na rko t i ka da lam Pemil ihan Gubernur dan Waki l Gubernur , 
Bupa t i dan Waki l Bupa t i dan/atau Wal ikota dan Waki l 
Wal ikota; 

2. Ber i ta Acara Rapat tanggal 28 Desember 2017 Persiapan 
Pemeriksaan Kesehatan Pemil ihan Kepala Daerah dan Waki l 
Kepala Daerah d i Provinsi Lampung T a h u n 2018; 

MEMUTUSKAN : 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN U M U M PROVINSI LAMPUNG 
TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT U M U M DAERAH 
Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG SEBAGAI 
TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAAN KESEHATAN 
JASMANI, ROHANI, DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN 
NARKOTIKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN 
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018. 

MS:, 
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KESATU : M e n u n j u k dan Menetapkan Rumah Sakit U m u m Daerah 
Dr. H. A b d u l Moeloek Provinsi Lampung sebagai tempat 
Pelaksanaan Pemeriksaaan Kesehatan Jasman i , Rohani , dan 
Bebas Penyalahgunaan Narkot ika bagi pasangan calon da lam 
Pemil ihan Gubernur dan Waki l Gubernur Lampung T a h u n 2018. 

KEDUA : Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana d i m a k s u d pada D i k t u m 
Kesatu d i laksanakan pada tanggal 8 s/d 15 J a n u a r i 2018. 

KETIGA : Keputusan i n i m u l a i be r laku sejak tanggal d i t e tapkan, dengan 
ke t en tuan apabi la d ikemud ian h a r i ternyata terdapat keke l i ruan 
da lam kepu tusan i n i akan d iadakan perba ikan sebagaimana 
mest inya. 

D i te tapkan d i Bandar Lampung 
pada tanggal 4 J a n u a r i 2018 

KETUA KOMISI PEMILIHAN U M U M 
PROVINSI LAMPUNG, 

t t d 

NANANG TRENGGONO 

Tembusan Y th : 
1. Menter i Da lam Negeri RI d i Jakar ta ; 
2. Ketua KPU RI d i Jakar ta ; 
3. Gubernur Lampung d i Te lukbetung; 
4. Ketua DPRD Provinsi L a m p u n g d i Te lukbetung; 
5. Kapolda Lampung d i Te lukbetung; 
6. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung d i Bandar Lampung ; 
7. P impinan Partai Pol i t ik T ingkat Provinsi Lampung d i Bandar Lampung ; dan 
8. Pertinggal. 

S a l i n a n sesuai dengan asl inya 
SEKRETARIAT K O M I S I P E M I L I H A N U M U M 


